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ABSTRAK

Adanya penyesuaian hukum dengan mengharmonisasiltenm kontrak
kita dengan hukum kontrak (bisnis) yang bersumlaer lbukum kebiasaan yang
berlaku dalam praktik bisnis sehari-hari, Indondsiah meratifikasi salah satu
konvensi UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No&%
Tahun 2008 tentang pengesah&matute of Interntional Institute for The
Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi
Hukum Perdata). PrinsidNIDROIT sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum
apapun, namun dapat digunakan seb@&imice of Law atau diterapkan sebagai
prinsip-prinsip hukum umum dalam pembuatan kontrak.

Salah satu prinsidJNIDROIT didalam konvensi tersebut terdapat suatu
prinsip yang memperkenalkan kita terhadap keadmadship. Hardship adalah
suatu peristiwa yang secara fundamental (kasusntertyang tentu saja akan
tergantung pada keadaan) telah mengubah keseimbakgatrak yang
diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkagat tinggi atau nilai
pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangatirun, sementara itu (1)
Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak gatirugikan setelah penutupan
kontrak(2)Peristiwa tidak dapat diperkirakan secsgmestinya oleh pihak yang
dirugikan pada saat penutupan kontrak(3)Peristevgadi di luar control dari
pihak yang dirugikan(4)Risiko dari peristiwa itwddk diperkirakan oleh pihak
yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yangifiaemdiskriptif-analitik.
Yang menggunakan pendekataormatif terhadap obyek permasalahan dengan
ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-ndrokam Islam yang
berdasar pada Al-Qur'an dan hadist serta athaadship dalam UNIDROIT.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganaisiship,maka
dapat disimpulkan aturan mengehardship dalam UNIDROIT hanya mengakui
peristiwva yang fundamental, yang berhubungan derigaraikan biaya yang
memberatkan salah satu pihak dalam kontrak yangatiKemudian dari segi
penyelesaian hukumnyardship memberikan hak renegosiasi bagi pihak yang
merasa terbebani jika tidak terjadi kesepakatan tapat diajukan kepengadilan.
Sedangkan dalam hukum Islam memberikan hak rerssjosagi para pihak
dengan opsi mengurangi biaya dan adanya hak fagk&hterjadi keadaan

masyaqgah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalamypeanan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#&gdan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomot58/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

'X:;Lg Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< B&’ b be
< T& t te
& S& $ es (dengan titik di atas)
d Jim i je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
t Kha’ kh ka dan ha
K} Dal d de
3 Zal 7z zet (dengan titik di atas)
D Ra’ r er
J zai 7z zet
o sin S es
uj'. syin sy es dan ye
o< sad 3 es (dengan titik di bawah)
u'g dad d de (dengan titik di bawah)
b t&’ t te (dengan titik di bawah)
= za z zet (dengan titik di bawah
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
& gain g ge
) f&’ f ef
Q@ gaf q qi
J kaf Kk ka
Jd lam 1 ‘el
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‘em
‘en
w
ha
apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

I ditulis
ditulis
C. Ta’' marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis T
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Asamg sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dmyamya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta baca&adua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ditulis

!
M

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatkakrah dan dammah
ditulis t atau h.

ditulis

l
M
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D. Vokal pendek

fathah

kasrah

dammah

E. Vokal panjang

1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis
3 ditulis
ditulis
4 ditulis
ditulis
F. Vokal rangkap
1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisakan dengan

apostrof

ditulis
ditulis

ditulis




I

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggikan huruf “I”.

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggkan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkauaf | (el) nya.

ditulis
ditulis

I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis

ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Makin maju dan berkembangan sarana transportasitelakomunikasi di
berbagai negara dewasa ini mengakibatkan semakinkznya kesempatan untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama antar negaragté&k warga negaranya)
dalam berbagai bidaﬁgHaI tersebut mendorong Indonesia ikut serta dalam
perjanjian Internasional, yang secara tidak langsot setuju dengan adanya

perdagangan bebas serta tunduk dengan hukum meméksesional.

Hukum memaksa Internasional, tersebut misalnya agperdagangan dari
GATT (General Agreement on Tariff And Tradedalah persetujuan umum
mengenai tarif dan perdagangan, yang mewajibkankumeminimalkan campur
tangan negara terhadap kegiatan bisdtés.itu ada disebabkan karena globalisasi
ekonomi, globalisasi ekonomi adalatuatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, dimana negara-negara di seluruh themgadi satu kekuatan pasar

yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangtas beritorial negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapwdaruls batasan dan
hambatan terhadap arus modal, barang dan jasakaKgtobalisasi ekonomi
terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadir kdbo keterkaitan antara

ekonomi nasional dengan perekonomian internasetkat semakin erat.

! Huala Adolf, Hukum Perdagangan InternasionaCet. IV. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
him. 91.



Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membpkluang pasar
produk dari dalam negeri ke pasar internasionaragkompetitif, sebaliknya juga
membuka peluang masuknya produk-produk global KHandgasar domestik.
Globalisasi ekonomi tersebut menjadi faktor pendgrgenyeragaman atau

harmonisasi hukum komersial internasional.

Perdagangan bebas adalah bagian dari globalisasbek, mengakibatkan
terjadinya hubungan perdagang internasional yalagukan oleh pengusaha dari
luar Indonesia untuk saling bekerjasama dalam katlggangan antar negara.
Dengan sendirinya hal itu menimbulkan berbagai fadnt yang dibuat sesuai
dengan keinginan para pihak (asas kebebasan bexkpnyang biasanya

bersumber dari hukum kebiasaan yang berlaku dafakiik bisnis sehari-hari.

Peraturan hukum kontrak di Indonesia diatur dalarkublll KUHPerdata,
yang terdiri dari atas 18 bab dan 631 pasal. Dindda pasal 1233 KUHPerdata
sampai dengan pasal 1864 KUHPerdata. Masimg-malsaiy dibagi dalam
beberapa bagian. Di dalam NBW negeri Belanda, terppagaturan hukum
kontrak dalam buku IV tentangan verbintenisseryang dimulai dari pasal 1269

NBW sampai dengan pasal 1901 NBW.

Sistem pengaturan kontrak dalam buku [lI KUHPerdat@onesia adalah
sistem terbuka open systein Artinya bahwa setiap orang bebas untuk

mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur nmray@aung belum diatur di

2 Taryana SunandaPrinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Im@sional Cet. II,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 126.

% Salim H.S.Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontét. VIII, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), him. 6.



dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan kietentuan yang tercantum

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbuny

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagse undang-undang

bagi mereka yang membuattiya

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikaebasan kepda

para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian dengan siapa pun,

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulisidisar?

Disamping itu, diperkenankan untuk membuat kontkakik yang telah
dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerfaBengan itu tidak
menutup kemungkinan adanya penyesuaian hukum dengagharmonisasikan
hukum kontrak kita dengan hukum kontrak (bisnishg/édersumber dari hukum

kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis seteati-

Karena tuntutan tersebut Indonesia telah merasfilsalah satkonvensi
UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia NoB® Tahun

2008 tentang pengesah@tatute of International Institute for The Unificat of

“R.subekti S.H. dan tjitrosudibiitab Undang-Undang Hukum Perdataet. I, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2004), HIm. 342.

5Salim H.S., him. 8.

8lbid, him. 2.



Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hiuk Perdata).
Prinsip UNIDROIT sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapamun
dapat digunakan sebaga@hoice of Lawatau diterapkan sebagai prinsip-prinsip

hukum umum dalam pembuatan kontrak.

Prinsip UNIDROIT of International Commercial Contrac)10, disusun
dalam sebuah buku yang memuat pasal-pasal dargkiiphdengan komentar
serta contoh dalam bentuk ilustrasi kasus dimulandaujuh bab dan 109 pasal.

Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut

Prinsip kebebasan berkontrak.
Prinsip ithikad baikgood fait) dan transaksi jujurfdir dealing).
Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis diaddegetempat.

Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis did¥@getempat.

o > W NP

Prinsip kesepakatan melalui penawaraoffef) dan penerimaan
(acceptanckatau melalui tindakan.

Prinsip larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk.
Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan.

Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-sylaasdu.

© ® N o

Prinsip syarat sah kontrak.
10. Prinsipcontra proferentendalam penafsiran kontrak baku.
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitaardship

12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaarakeanforce
majeup®

Aturan yang ada pada pasal 6.2.2 datemrdship UNIDROITcukup menarik

karena pada pasal 6.2.2 disitu dijelaskan bahwang ydiakui sebagai suatu

"Lusia Nia Kurnianti Buku Pegangan Hukum Dagang Internasio2ail12

®#Taryana SunandaPrinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Im@sional.., him. 36



hardshipmemiliki empat unsur, seperti perubahan keseimbahkgatrak secara
fundamental, meningkatnya ongkos pelaksanaan Komtaa menurunnya nilai

pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh saahpihak’

Jika ketiga unsur diatas tersebut telah terperahi menurut pasal 6.2.2
tersebut agar dapat dimintakan renegosiasi ulagly mhak yang merasa terkena
resiko, harus memenuhi kriteria yang ada pada p&2aP yaitu Peristiwa itu
terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikanekd penutupan kontrak,
peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestoigh pihak yang dirugikan
pada saat penutupan kontrak, dan peristiwa tedjddiar control dari pihak yang
dirugikan, serta risiko dari peristiwa itu tidakpdrkirakan oleh pihak yang

dirugikart®

Berbagai kasus-kasus yang di ilustrasikan dalamalp#®s2.2. untuk

menggambarkarardshipantara lain:
Contoh I

Pada bulan September 1989, A dealer barang eldktg@mg terletak di
bekas Republik Demokratik Jerman, membeli baham baki B, yang terletak di
negara X, yang juga merupan bekas Negara sodidimng-barang yang akan
dikirim oleh B pada Desember 1990. Akan tetapdaPlaulan November 1990, A
menginformasikan kepada B bahwa barang tersebudk tithgi berguna,

mengklaim setelah penyatuan Republik Demokratiknderdan Republik Federal

® Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Seb&genber Hukum Internasional.him. 72.

0 lihat pasal 6.2.2him. 213.



Jerman dan pembukaan Republik Demokratik Jermgvagar internasional tidak
ada lagi pasar yang mau menerima barang-barangbtgrggar diimpor dari

negara X.

Contoh II:

Kesetujuan untuk memasok B dengan minyak mentahNkggara X pada
harga yang telah ditetapkan untuk lima tahun keadegerlepas dari ketegangan
politik yang semakin parah di wilayah tersebut. Bafaun setelah penandatangan
kontrak, peperangan meletus diantara faksi-faksgy@ersaing di negara-negara
tetangga. Peperangan tersebut menghasilkan knisigiedunia dan harga minyak
yang semakin melambung secara drastis. A tidak akenmntuk memohon
kesulitan (hardship) karna kenaikan harga minyaktateyang tidak terduga

Contoh IlI:

A menjalin kerjasama pada suatu kontrak dengan dhuah perusahaan
pembuangan limbah di negara X, yang bertujuan untakgatur penyimpanan
limbah dari perusahaan tersebut. Kontrak akan mgslang selama empat tahun
dan mempunyai harga yang tetap disetiap per torpaanmDua tahun setelah
penandatanganan kontrak, gerakan lingkungan diaeganemperoleh lahan dan
pemerintah dari negara X telah menetapkan hargakum¢nyimpatan limbah
dimana harganya telah melambung hingga sepuluHigati dari sebelumnya. B
dapat memohon kesulitan (Hardship) yang hanya beds pada dua tahun sisa

masa kontrak.



Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus diagssddapat dilihat bahwa
hardshipdalam PrinsidJNIDROIT of International Commercial Contrac2910
adalah berupa kenaikan biaya oleh salah satu g#adk berkontrak.

Berdasar hal-hal diatas timbul pertanyaan bagainj&aahardship terjadi
dalam akadkemudian bagaimana definisi atau batasan peristiama,bagaimana
cara penyelesaian kedadrardship dalam hukum Islam. Oleh karena itu
penyusun memberikan judul “Tinjauan Hukum IslamhBelapHardship Dalam

Prinsip UNIDROIT”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang latasgang telah

dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan pokok mhssbagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadegdship (keadaan sulit)

dalam UNIDROIT?

2. Bagaimana cara penyelesaian kedaan tersebut dalatnak menurut

Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian inhiath sebagai berikut:

a. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadagship

(keadaan sulit) dalam ruang lingkup fikih



b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

penyelesaian problematika daléwardship(keadaan sulit)
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian, diharapkan dap&mperoleh

manfaat dan kegunaan sebagai berikut

a. Untuk memberikan kontribusi dalam bidang keilmuaukum

Islam dalam bidang Fikih Muamalat

b. Untuk memberikan analisis aplikatif tentahgrdship (keadaan

sulit) dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata
D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang tinjatiakum Islam terhadap
hardship belum ada yang meneliti. Namun dalam konteks hukenpgjian dan
masyaqggahpeneliti menemukan beberapa skripsi yang sebagaiuan acuan

menganalisa, sebagai berikut ini:

Skripsi yang disusun oleh Agus Fahrudin denganlji8iwdi pemikiranas-

suyutitentangmasyaqqgatdalam kitabal-asyabah wa an-nazait®, dalam skripsi

" Hardianto SiagianOvermacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Is|aBkripsi Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakar@l @, tidak diterbitkan



ini membahas mengenai pandangas-suyuti mengenai masyaqqah dan

implementasinya dalam Islafh.

Skripsi yang disusun oleh Hardianto Siagian denpgatul “Overmacht
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Isldnt® dalam skripsi ini membahas

mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islatangovermacht

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam TerhadayermachtDalam
Perjanjian Pemborong4 yang disusun oleh Nikmatu Zahrdfidalam skripsi ini
membahas mengenai pandangan hukum Islam tentaregmacht dalam
perjanjian pemborongan. Skripsi dengan judul “Tuaja hukum Islam terhadap
kewajiban membayar uang pesangon sebagai komperid&si(studi pasal 156
UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)” ydisgsun oleh S Muri,
dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan hukslam terhadap

ketentuan kewajiban membayar uang pesangon set@mgaensasi PHK.

12 Agus Fahrudin, Studi pemikiran as-suyuti tentarpyaqgah dalam kitab al-asyabah wa an-
nazair, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN &urKalijaga Yogyakarta, 2002, tidak
diterbitkan

13 Hardianto SiagianOvermacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islamrigéi Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakar@l @, tidak diterbitkan

“Nikmatu Zzahrotin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Rsja
Pemborongan, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum BiNan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak
diterbitkan

5'S Munir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayangy®esangon Sebagai
Kompensasi PHK (Studi Pasal 156 UU No 13 Tahun 20€8tang Ketenagakerjaangkripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ydgyta, 2010
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Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terpaoiasi atas kontrak
berjangka dalam UU No. 32 tahun 199yang disusun oleh Fidy&hdalam
skripsi ini membahas mengenai opsi atas kontrajahgka dalam perdagangan
berjangka komoditi yang obyeknya adalah kontraliabgka, yang didalamnya
telah diatur jumlah, mutu, jenis, waktu dan tempabyerahan komoditi, yang
diatur oleh bursa, dan para pihak. Opsi atas kiitteajangka tidak bertentangan

dengan syard.

Kemudian thesis tentang “Tanggung Jawab Hukum Piguak Dalam Tahap
Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis Internasionadihy disusun oleh Emmy
Frbriani Thalib, S¥ dalam thesis ini menjelaskan tentang tanggung Jamy
Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktadb FKontrak Bisnis
Internasional dengan lebih menekan terhadap maskéMuatan mengikat
prakontraktual dalam kontrak bisnis internasionangikat para pihak secara
moral Namun, tanggung jawab hukum dalam tahapapat saja terjadi. Dalam
rangka meningkatkan substansi hukum dalam perdagadgn transaksi bisnis
baik nasional maupun internasional, ada kebutuhatuku mengetahui dan
memahami tradisi Civil Law System dan Common Lawst&yn untuk

menghindari sengketa antara para pihak nanti.

®Nikmatu Zahrotin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Rgaja
Pemborongan, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Biian Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak
diterbitkan

" Fidyah, pandangan hukum Islam terhadap opsi aiagdk berjangka dalam UU No. 32
Tahun 1997, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum @iWan Kalijaga Yogyakarta, 2003, tidak
diterbitkan

8 Emmy Frbriani Thalib, Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Pratadual
Pada Kontrak Bisnis InternasionalthesisS2 bidang llmu Hukum Universitas Udayana, 2011
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Sedangkan pembahasan tenthagdship di UNIDROIT ditinjau dengan
hukum Islam menurut sepengetahuan penyusun belanya membahasnya,

sehingga penyusun membahasnya dalam skripsi ini.
E. Kerangka Teoretik

Lafal akad, berasal dari lafal arab‘agd yang berarti perikatan, perjanjian,

dan permufakataal-ittifaq. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan
alaa o il g g e dny o sy gl Bl

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendeaktsyalam ayat diatas
maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yangudilak oleh dua pihak atau
lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan derdghendak syara’. Misalnya,
kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, memigng lain, atau merampok
kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kallmegbengaruh pada obyek
perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindgtemilikan dari satu pihak

(yang melakuakn ijab) kepada pihak yang lain (yawegyatakan gabuty.

Akad dalam hukum Islam sama dengan kontrak dalakuf Barat, hanya
saja akad dalam hukum Islam tidak hanya mencakapakdertulis saja namun
juga mencakup kontrak tidak tertulis. Oleh kar¢nalalam akad yang dibuat para
pihak tidak selalu dapat segera dilaksanakan odeh pihak isinya begitu akad

tersebut ditutup?®Salah satunya adalah karena keadaan sulitataship.

19 Nasrun Haroerfigh Muamalah cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8i8n

Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Ak&alam Fikih
Muamalat Cet. Il, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 320
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Dalam hukum Islam istilahardship tidak dikenal namun jika ditinjau dari
segi kebahasaarardship(kesulitan) dikenal dengaai-Masyaqgah@isd)?:, Al-

Masyagqah@ill) dalam kaidalffikin adalah kaidah yang berbunyi

22 el s Aa5l)

Dengan kaidah diatas dimaksudkan agar Syari'amislapat dilaksanakan
olen hambanhukallaf kapan dan dimana saja, yakni dengan memberikan
kelonggaran atau keringanan disaat seorang hamigummeai kesukaran dan

kesempitan. Senada dengan kaidah ini, Imam Asyi'Byeffatwa:

23l a1 lald |

Al-Masyaqgah(s:dl) disini jika dilihat dari segi bahasa (etimologiglidah
asasi fikih adalah<=3 yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesokara

Landasan firman Allah tentang kaidah tersebut ddala
Slavs 58 sl ) oSl Al ja (g ) B oSile Jra Lag oSliial o adlea a4l 8 smls g

|75 ol | pali (il e slagdh 1535855 oSide g Jpm I 058 Vo iy U8 o (ppalasal

25 jaill x| dsall p2id oSV ga s allly | saraic) 5 583

ZA. M. Munawwir Dan Muhammad FairuKamus Al-Munawwir Indonesia-AraifSurabaya:
Pustaka Progressif, 2007), him. 833

22 Dahlan TamhrinKaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsatet. 1, (Malang: UIN-
Maliki Press, 2010), Him. 121.

Bpasjmuni A.Rahman,Qaidah-Qaidah Figih (Qawaidul Fighiyah)get. 1, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), him. 121

24 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Huku lslam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis, cet. 3, (Jakarta:Keac2010), him. 55
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Allah dalam ayat ini menerangkan bahwa agama yalad tditurunkan-
Nya kepada Muhammad itu bukanlah agama yang sefapisulit, tetapi adalah
agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitapa#ta hamba yang
melakukannya. Semua perintah dan larangan yangpatrdialam agama Islam
bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan hidupusiea agar mereka
hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Hanya baja nafsu manusialah yang
memperngaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mebsitawa perintah-perintah

dan larangan-larangan Allah itu terasa berat diken’®

daald el aSie 3¢S (ped ULy (agll (e ling (Ul (saa GILEN 4 I (Al lma s el
sanll 1oLty puall 0S5 Vg el oS alll AT AL (g Band i (e ol Ly e (IS e

275 S aSlal g oSlan L' e all) 15,0l

Menurut Ath-Thabari dalam tafsir Ath-Thabari dalg®nakwilan firman
Allah: sl oK ap Yy il oS alll & gy A maknanya, Allah menghendaki
kemudahan bagi kalian wahai orang-orang yang berimdangan diberikan
rukhshahberbuka ketika kalian sakit dan bepergian, lalimggantinya pada hari-
hari yang lain, karena Allah mengetahui betapaituakulit bagi kalian untuk

melaksanakanny®.

Hadist:

Al-Hajj (22):78
%6 Al-Qu'an Dan Tafsirnya, Jil. I, Jakarta: Lenterhai, 2010, him. 462.
?’al-Baqarah (2):185.

28 Abu Jafar Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, TafsihA habari, Jakarta: Pustaka Azzam,
2008, him. 135-136.
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29 AaMal 5 ) Vs sV 5l 5 pans

30 daand) danal) ) ) cpall aal s cpall

Menurut Syamsul Anwar Al-Masyaqgah (i) adalah keadaan
memberatkan. Maksud dari keadaan yang memberdtdam hukum perjanjian
syari'ah adalah suatu peristiwa luar biasa yangadikemampuan para pihak dan
yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumrsgrta menyebabkan
pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberagiedah satu pihak dan

menimbulkan kerugian fatat.

Sehubungan dengan keadaan memberatkan, dasarhsgariateori yang
keadaan memberatkan sebagai alasan perubahanrjeijipe menurut hukum
Islam adalah asas-asas atau lebih lazim dikenajasekaidah-kaidah hukum
Islam @l qawa’id al-fighiyyah yang sudah dikenal luas dalam kitab-kitab fikih

sebagai berikut?

33d\‘).\‘)‘)...45\

29Al-lmam Al-Bukhari, Sahih Al-BukhariKitab llmu, bab 12, hadist ke 29, Lebanon: Dar Al
kotob Al-limiyah, 2009, him. 27 diriwayatkan daritdlammad Bin Basysyar, dari Yahya Bin Said
dari Syu’bah dari Abu At Tayyah dari Anas Bin Malhadis sahih

30 Al-lImam Al-Bukhari, Sahih Al-BukhatiKitab Iman, Bab 30: Agama itu mudah, Hadist ke
39, Lebanon: Dar Akotob Al-limiyah, 2009, him. 17 diriwayatkan daribAus Salam Bin
Muthahhar, dari Umar Bin Ali dari Ma’an Bin Muhamuohal Ghifari dari Said Bin Abu Sa’id Al
Magburi dari Abu Hurairah, Hadis Sahih

#syamsul Anwar, Syamsul Anwardukum Perjanjian Syariah,.him. 321

32 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah,.him. 324

¥ Dahlan TamrinKaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsahet. 1,(Malang: UIN-
Maliki Press, 2010), him. 153
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Maksud kaidah di atas adalah jika sesuatu itugiap sedang atau akan
bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka kisaemaya wajib
dihilangkan. Meskipun demikian, kemadlaratan itdaki boleh dihilangkan
dengan kemadlaratan yang I&fn.

35 il Culaiasd)

Kedua asas ini merupakan cabang dari asas lain mangatakan, “tidak ada
kerugian dan membalas kerugian”. Asas terakhipénsumber kepada hadits nabi
saw. Yang sama bunyinya, “tidak ada kerugian damipagas kerugian®

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas akadikgn sebagai landasan
teori untuk mengkaji batasan dan ruang lingkupspiera penyelesaiahardship

dalam kontrak menurut hukum Islam.

F. Metode Penedlitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunalamsj penelitiadibrary
research karena data-datanya diambil dari buku-buku daabkifikih, yang
antara lain prinsipUNIDROIT of International Commercial Contrac010,
Qa’idah-Qa’idah Fikih(Qawa'idul Fighiyal) karya Asjmuni A. Rahman, hukum
perjanjian sya’riah (studi tentang teori akad d&ihfmuamalat) karya Syamsul
Anwar, prinsip-prinsip UNIDROIT (sebagai hukum kak dan penyelesaian

sengketa bisnis Internasional) karya Taryana Sakvaan lain-lain.

a. Sifat penelitian

34bid.
35 hid., him. 121.

3 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah,.him. 324
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Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptifaliik, yakni
penelitian ini diharapkan memberi gambaran sedam dan sistematis
mengenaihardship dengan menyusun data yang telah dikumpulkan,

menjelaskan kemudian dianalisa.

b.  Teknik pengumpulan data

Dengan metode dokumentasi penyusun mencari dadateatang
variabel-variabel yang berkaitan dengan obyek psatahan, yaitu
dengan menyelusuri buku-buku, kitab-kitab, peratyraraturan dan
beberapa jurnal seperti yang telah disebutkan daédmah pustaka dan

bibliografi.

c. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terhadayekob
permasalahan adalah pendekatan normatif, yaitu aemgengadakan
pendekatan terhadap obyek permasalahan dengantueeteietentuan
yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yardpber pada Al-

Qur’an dan hadist.
d. Analisadata

Untuk menganalisa data yang diperoleh peneliti rgengkan

logika deduktif yaitu cara berpikir dengan mengdwama analisis yang
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berpijak dari pengertian atau fakta yang bersifation, kemudian diteliti
secara empiris dan dianalisis yang bisa menghaskesimpulan yang
benar tentang persoalan khussJadihardshipdianalisa dengan tolak
ukur hukum Islam sehingga dapat diperoleh sifat mnuntuk peristiwa
hukum bersifat lebih terperinci. Tujuannya adalattuk mengetahui
bagaimana hukum Islam merespbardship dan kemudian mencari

solusi pemecahan masalah jika terjaakidship.
G. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan sistendiuraikan sebagai

berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsu
yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latslakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dterateoritik, metode

penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab keduamerupakan bahasan yang menjelaskan tentang siedkad,

pembentukan akad, pembedaan bermacam-macam akadaak memberatkan
(masyaqgah

Bab ketiga berisikan tentandpardship, syarat-syarat, dan akibat hukum
adanyahardship Pembahasan ini dikaji agar dapat memberikan gembawal,
pokok masalah yang akan dicari yang akan dikonsji@a dengan pandangan

hukum Islam nantinya.

¥"Mohammad KasiramMetodologi Penelitian Kualitatif-KuantitatifCet. 1, (Malang: UIN-
Maliki Press, 2008), him. 81.
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Bab keempat penyusun mulai menganalisis tinjauaardship dalam
UNIDROIT dan bagaimana cara penyelesaian kedaaelet dalam Hukum
Islam serta menganalisa persamaan dan perbedadaakesulit dalam Islam dan

dalamhardshipdalamUNIDROIT

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiahyang

berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan katatypen



BAB V
PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasar analisis dari apa yang menjadi penelitian penyusun tentang
bagaimana hardship dan penyelesaiannya dalam hukum Islam, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Hardship dalam kontrak ternyata hanya dapat di berlakukan pada
keadasan kasus tertentu yang tentu sgja akan tergantung pada keadaan
yang akan merubah keseimbangan kontrak mengenal biaya. Sedangkan
masyaqgah suatu keadaan yang memberatkan yang terjadi dari salah satu
pihak atau para pihak diluar kemampuan mereka dan tidak dapat diduga
namun tidak membatalkan perjanjian, dalam hukum islam tidak aturan
yang mengatur harus ada kerugian berupa benda, atau biaya, karena aturan
yang ada dalam hukum Islam lebih luas.

2. Namun dalam berakhirnya hardship dengan masyaqgah berbeda dalam
UNIDROIT kedaan hardship dapat diselesaikan dengan cara negosias
oleh para pihak, jika proses renegosiasi dapat berjalan menurut Taryana
Sunandar akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu:

a  Mereka mungkin sepakat bahwa kontrak yang ada dikesampingkan
dan kemudian menegosiasi kesepakatan yang seluruhnya baru.
b. Kedua mereka membatalkan persyaratan kontrak yang lama dan

menggantinya dengan yang baru.

76



77

c. Mereka membiarkan kontrak yang ada tetapi mengubah beberapa
syaratnya yang disebut variation dari kontrak asli.

d. Namun jika para pihak tersebut tidak menemukan titik temu maka
dapat di gjukan kepengadilan akibatnya hakim yang menentukan
apakah akan mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu
yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan
keseimbangannya.

Sama dengan hardship dalam UNIDROIT dalam hukum Islam
jika terjadi masyaqgah dibolehkan renegosias atau dengan bantuan
kepengadilan, dengan opsi/khiyar bagi pihak yang merasa berat berupa
hak minta fasakh atau mengurangi kewajibannya dalam kontrak yang

sedang dilakukan jikaterjadi keadaan memberatkan.

B. Saran-saran
1. Hendaklah Hukum Perdata Indonesia dapat mempertimbangkan

konsep aturan yang ada pada masyaqgah dalam hukum Islam
sebagai acuan pembuatan aturan baru karena pertimbangan dalam
hardship hanya mengakui kasus tertentu dan berhubungan dengan
kenaikan biaya.

2. Masyaggah/hardship/kesulitan masih luas untuk dikembangkan
ataupun diteliti sehingga dapat memacu akademisi untuk meneliti

hal tersebut khususnya dalam hukum Islam
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKSARAB
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Terjemahan

11

22

Kesukaran itu melahirkan kemuda.

11

23

Apabila ada kesempitan pada suatu perkara, heriddidarluas

WINE

12

25

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jiladg seben-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kidiak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesemgiteutilah)
agama orang tuamu lIbrahim. Dia (Allah) telah menaiksmu
sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (bggida) dalam (Al
Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atasndirdan supaysd
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, dirédanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kzada tali
Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebailkPelindung
dan sebaik-baik Penolong.

1574

Pertalian ijab (pernyataan melakuakan ikatkm) gabul (pernyatagn
penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syangtherpengaruh
pada obyek perikatan

27

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialahlatmuRamadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quranagei petunjuk
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenaijyetitu dan
pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Katendarangsiap
di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalrdig)ulan itu, maka
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan bargregsakit atat
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblahginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-har
yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, daiak
menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kanmeukapkan
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan All¢ds|a
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kaensyikur.

18

13

29

mudahkanlah dan jangan mempersukar

13

30

agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Alfatg bena
dan mudah

14

33

Kerugian harus dihilangkan

©x N (o

14

35

Kesukaran mendatangkan kelonggaran

BAB I

51

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Réman, bulal
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qurapas@i petunjuk
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenajyetitu dan
pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Katendarangsiap
di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalrdig)ulan itu, maka
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan bargragsakit atat
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblahginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya gada hari-har
yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, daak
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menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kanmgukepkar
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allédhs| a
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kaensyikur.

11.

40

54

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengzad yang sebenar
benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kiadiak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesemgitautilah)
agama orang tuamu lIbrahim. Dia (Allah) telah menaik®mu
sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (bemida) dalam (Al
Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atasndirdan supaysd
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, diréddenlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kzada tali
Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebailki*elindung
dan sebaik-baik Penolong.
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12.

41

59

Rasulullah SAWbersabda, “agama yang paling disukai oleh A
adalah agama yang lurus dan mudah”

39. dari abu hurairah RA bahwa Rasulullah SAW Hmiag
“sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yangyusahkan
dirinya dalam agama ia tidak dapat melaksanakandgagan
sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaiman myastatau
mendekatai semestinya, dan bergembiralah (karenmpereleh
pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan Alftda waktu
pagi, petang dan sebagian malam.”

13.

43

63

Dari anas bahwa Nabi SAW bersabda, “berkemudahan dan
jangan kalian mempersulit, berilah berita gembima ¢hngan kalian
menakut-nakuti.”

14,

44

65

Kesukaran mendatangkan kelonggaran

15.

44

66

Kerugian harus dihilangkan

BAB IV

16.

66

Kesukaran mendatangkan kelongg:

17.

66

Kerugian harus dihilangk:

18.

66

17

Tidak ada kerugian membalas kerugian

19.

69

15

Aku memeinta tuhanku agar umatku tidak Ipedsat dalam
kesesatan maka dia mengabulkan

20.

69

15

Sesungguhnya umatku tidak akan bersepaleah d@sesatan




Lampiran Il
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA
Ibn Khaldun

Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-handraatau sering
disebut Ibn Khaldun berasal dari golongan Arab YardaHandramaut,
tetapi ia lahir di Tunis pada 27 Mei 1332 M. Kaggng terkenal dari Ibn
Khaldun adalah kitab Muqgaddimah. Setelah menjaladup di Afrika

Utara, ia berlayar ke Mesir pada tahun 1383 M.Kbaldun meninggal di
Mesir pada tahun 1406 M dan dimakamkan di kubueamksufi.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bimalk bin
Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi alEhari atau lebih
dikenal 256 H/870 M julukan beliau adaladmirul Mukminin fil Hadits
(Pemimpin kaum mukmin dalam hal limu Hadits). Beli&ahir pada
tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M di Bukhdgabekistan, Asia
Tengah; Ayah beliau adalah seorang ulama bermadahaliki dan
merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama ibese ahli fikih.
Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Beliaudngu kepada Syekh
Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di BukdbhaPada usia 16
tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota tematama Mekkah
dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia miangkuliah para guru
besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkab kiertamaKazaya
Shahabah wa Tabi'jrhafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki b
Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, miemgun hadits-
hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari sata juadits yang
diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275ditsa Bukhari
memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang didéakaknya, Rasyid bin
Ismail. Beiliu wafat tahun 256 H/870 M



Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad hiis lain al-Abbas

bin Usman Bin Syafi'i, Asy-Syafi'i termasuk keturam dari bani Mutalib

Bin Abi Manaf. Beliau masih tetap dalam silsilahsRbatau keturunan
Rosulullah SAW. Pada usia dua tahun belia diajakya untuk pergi ke
tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukkarramatuki mempelajari

kitab Al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzddil badiyah untuk

mempelajari bahasa arab. Tidaka lama kemudian wbdtembali ke

Makkah untuk belajar ilmuilmu figih dan ilmu hadkepada gurunya yang
bernama Shafyan bin Uyainah. Pada yang ke-20 kalbgliau merantau
ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik hinggeucbeliau wafat.

Adapun karyanya yang snhagat terkenal dikalanganfigit dan lainnya

adalah kitab “Al-Umm” beliau wafat tahun 204 H.

Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di Dair ‘athiyah, Damaskus, pada tahun 19Bada tahun 1956,
beliau berhasil mnyelesaikan pendidikan tingginy&uiversitas al-azhar
fakultas syariah. Beliau memperoleh gelar magiséata tahun 1959 pada
bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar KaiTahun 1963, beliau
mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beli@aadalami ilmu figih
dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau jugeap mengisi
seminar dan acara televise di Damaskus, Emirat,Afalvait, dan Arab
Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Quran dencintai As-
sunnah.
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SECTION 2: HARDSHIP
ARTICLE 6.2.1
(Contract to be observed)
Where the performance of a contract becomes more erous for one
of the parties, that party is nevertheless bound tgerform its obligations

subject to the following provisions on hardship.

COMMENT

1. Binding character of the contract the general rie

The purpose of this Article is to make it clearttas a consequence of the general
principle of the binding character of the contréste Article 1.3) performance
must be rendered as long as it is possible anddiega of the burden it may
impose on the performing party. In other words neie party experiences heavy
losses instead of the expected profits or the pmdace has become meaningless

for that party the terms of the contract must nénedess be respected.

lllustration
A, a forwarding agent, enters into a two-year skigpontract with
B, a carrier. Under the contract B is bound to st@gain goods from
country X to country Y at a fixed rate, on a mowthasis throughout
the two-year period. Two years later, alleging lassantial increase in
the price of fuel in the aftermath of a politicaists in the region, B
requests a five per cent increase in the rate.rdtientitled to such an
increase because B bears the risk of its perforem@ecoming more
onerous.
2. Change in circumstances relevant only in exceptial cases
The principle of the binding character of the caotris not however an
absolute one. When supervening circumstances arke that they lead to a
fundamental alteration of the equilibrium of thentact, they create an
exceptional situation referred to in the Principdes“hardship” and dealt with in

the following Articles of this Section.
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Hardship Art. 6.2.2213

The phenomenon of hardship has been acknowledgedrigus legal systems
under the guise of other concepts such as frustratf purpose,Wegfall der
Geschéftsgrundlageimprévision eccessiva onerosita sopravvenutetic. The term
“hardship” was chosen because it is widely knowniniternational trade practice as
confirmed by the inclusion in many internationalntracts of so-called “hardship

clauses”.

ARTICLE 6.2.2
(Definition of hardship)

There is hardship where the occurrence of events fidlamentally
alters the equilibrium of the contract either becawse the cost of a party’s
performance has increased or because the value diet performance a

party receives has diminished, and

(a) the events occur or become known to the disadwiaged party
after the conclusion of the contract;

(b) the events could not reasonably have been takénto account
by the disadvantaged party at the time of the conakion of the contract;

(c) the events are beyond the control of the disadutaged party;
and

(d) the risk of the events was not assumed by thdasddvantaged

party.

COMMENT

1. Hardship defined

This Article defines hardship as a situation wh#re occurrence of events
fundamentally alters the equilibrium of the contrgovided that those events meet the
requirements which are laid down in sub-paragrdahto (d).
2. Fundamental alteration of equilibrium of the corract

Since the general principle is that a change iouairstances does not

affect the obligation to perform (see Article 6)2ii follows that
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Art. 6.2.2 UNIDROIT Principles 214

hardship may not be invoked unless the alteratioth® equilibrium of the contract is

fundamental. Whether an alteration is “fundamental’a given case will of course

depend upon the circumstances.

lllustration

I In September 1989 A, a dealer in electronic goods situated in the former
German Democratic Republic, purchases stocks from B, situated in country X, also a
former socialist country. The goods are to be delivered by B in December 1990. In
November 1990, A informs B that the goods are no longer of any use to it, claiming
that after the unification of the German Democratic Republic and the Federal
Republic of Germany and the opening of the former German Democratic Republic to
the international market there is no longer any market for such goods imported from

country X. Unless the circumstances indicate otherwise, A is entitled to invoke

hardship.

a.Increase in cost of performance

In practice a fundamental alteration in the equilibrium of the contract may
manifest itself in two different but related ways. The first is characterised by a
substantial increase in the cost for one party of performing its obligation. This party
will normally be the one who is to perform the non-monetary obligation. The
substantial increase in the cost may, for instance, be due to a dramatic rise in the price
of the raw materials necessary for the production of the goods or the rendering of the
services, or to the introduction of new safety regulations requiring far more expensive

production procedures.

b. Decrease in value of the performance received leypamty

The second manifestation of hardship is charaetgriyy a substantial decrease in the
value of the performance received by one partyludting cases where the performance
no longer has any value at all for the receivingypal he performance may relate either
to a monetary or a non-monetary obligation. Thestariiial decrease in the value or the
total loss of any value of the performance may be either to drastic changes in market
conditions (e.g. the effect of a dramatic incregs@flation on a contractually agreed
price) or the frustration of the purpose for whtble performance was required (e.g. the
effect of a prohibition to build on a plot of lamtquired for building purposes or the
effect of an export embargo on goods acquired aitew to their subsequent export).

Naturally the decrease in value of the performance must be capable of objective
measurement: a mere change in the personal opinion of the receiving party as to the

value of the performance is of no relevance. As
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Hardship Art. 6.2.2215

to the frustration of the purpose of the perforngarthis can only be taken into account
when the purpose in question was known or at leaght to have been known to both
parties.

3. Additional requirements for hardship to arise
a. Events occur or become known after conclusionettntract

According to sub-paragraph (a) of this Article, theents causing hardship must
take place or become known to the disadvantagety pditer the conclusion of the
contract. If that party had known of those everftgmventering into the contract, it would
have been able to take them into account at tire. tin such a case that party may not
subsequently rely on hardship.

b. Events could not reasonably have been taken intowat by disadvantaged party
Even if the change in circumstances occurs aftercinclusion of the contract,
sub-paragraph (b) of this Article makes it cleasttBuch circumstances cannot cause
hardship if they could reasonably have been takém account by the disadvantaged
party at the time the contract was concluded.

Illustration
2. A agrees to supply B with crude oil from countryaKa fixed price for the next
five years, notwithstanding the acute politicalsiens in the region. Two years after the
conclusion of the contract, a war erupts betweemesuling factions in neighbouring
countries. The war results in a world energy crsid oil prices increase drastically. A is
not entitled to invoke hardship because such airisthe price of crude oil was not
unforeseeable.

Sometimes the change in circumstances is gradualhbk final result of those
gradual changes may constitute a case of hardshihe change began before the
contract was concluded, hardship will not ariseesslthe pace of change increases
dramatically during the life of the contract.

Illustration
3. In a sales contract between A and B the priexgsessed in the currency of country

X, a currency the value of which was already deptery slowly against other major
currencies before the conclusion of the contrace ®onth thereafter a political crisis in

country X leads to a massive devaluation of itsengy of the order
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Art. 6.2.2 UNIDROIT Principles 216

of 80%. Unless the circumstances indicate othervifge constitutes a case of hardship,
since such a dramatic acceleration of the lossabfevof the currency of country X was
not foreseeable.

c. Events beyond the control of disadvantaged party

Under sub-paragraph (c) of this Article a casearflBhip can only arise if the events
causing the hardship are beyond the control oflikedvantaged party.

d. Risks must not have been assumed by disadvantaggd p

Under sub-paragraph (d) there can be no hardshipeifdisadvan-taged party had
assumed the risk of the change in circumstances.widrd “assumption” makes it clear
that the risks need not have been taken over estgrémit that this may follow from the
very nature of the contract. A party who enters mispeculative transaction is deemed to
accept a certain degree of risk, even though it nwyhave been fully aware of that risk
at the time it entered into the contract.

Illustration

4. A, an insurance company specialised in the amse of shipping risks, requests an
additional premium from those of its customers wiawe contracts which include the
risks of war and civil insurrection, so as to minet substantially greater risk to which it
is exposed following upon the simultaneous outbrefikvar and civil insurrection in
three countries in the same region. A is not exttitb such an adaptation of the contract,
since by the war and civil insurrection clausesuiaace companies assume these risks
even if three countries are affected at the same. ti

4. Hardship relevant only to performance not yet radered

By its very nature hardship can only become ofvaatee with respect to
performances still to be rendered: once a partypba®rmed, it is no longer entitled to
invoke a substantial increase in the costs ofdtégpmance or a substantial decrease in
the value of the performance it receives as a cuesee of a change in circumstances
which occurs after such performance.

If the fundamental alteration in the equilibrium tve contract occurs at a time when

performance has been only partially rendered, hipdsan be of relevance only to the
parts of the performance still to be rendered.
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Hardship Art. 6.2.2217
lllustration

5. A enters into a contract with B, a waste disposanpany in country X, for the purpose of
arranging the storage of its waste. The contragviges for a four-year term and a fixed
price per ton of waste. Two years after the conetu®f the contract, the environmental
movement in country X gains ground and the Govermroécountry X prescribes prices for
storing waste which are ten times higher than teefBr may successfully invoke hardship

only with respect to the two remaining years oflifeeof the contract.

5. Hardship normally relevant to long-term contracts

Although this Article does not expressly exclude possibility of hardship being
invoked in respect of other kinds of contract, lshrd will normally be of relevance to
long-term contracts, i.e. those where the perfonaasf at least one party extends over a

certain period of time.

6. Hardship and force majeure

In view of the definitions of hardship in this Adfé and force majeure in Article 7.1.7,
under the Principles there may be factual situatismich can at the same time be
considered as cases of hardship and of force neaj#uthis is the case, it is for the party
affected by these events to decide which remegbutsue. If it invokes force majeure, it
is with a view to its non-performance being excusédon the other hand, a party
invokes hardship, this is in the first instancetfog purpose of renegotiating the terms of

the contract so as to allow the contract to be kbpe although on revised terms.

7. Hardship and contract practice

The definition of hardship in this Article is nesasily of a rather general character.
International commercial contracts often containcmumore precise and elaborate
provisions in this regard. The parties may theeefbnd it appropriate to adapt the
content of this Article so as to take account af particular features of the specific

transaction.
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Art. 6.2.3 UNIDROIT Principles
ARTICLE 6.2.3
(Effects of hardship)

(1) In case of hardship the disadvantaged party isntitled to request
renegotiations. The request shall be made withoutnadlue delay and shall indicate the
grounds on which it is based.

(2) The request for renegotiation does not in itsklentitle the disadvantaged
party to withhold performance.

(3) Upon failure to reach agreement within a reasaable time either party may
resort to the court.
(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,
(a) terminate the contract at a date and on termsa be fixed, or
(b) adapt the contract with a view to restoring itsequilibrium.
COMMENT
1. Disadvantaged party entitled to request renegaitions
Since hardship consists in a fundamental alteratibihe equilibrium of the
contract, paragraph (1) of this Article in the ffirsstance entitles the disadvantaged party
to request the other party to enter into renegotiadf the original terms of the contract
with a view to adapting them to the changed cirdames.
lllustration
1. A, a construction company situated in countryeiters into a lump sum contract
with B, a governmental agency, for the erectiom @lant in country Y. Most of the
sophisticated machinery has to be imported fronpadir Due to an unexpected
devaluation of the currency of country Y, whichthe currency of payment, the cost
of the machinery increases dramatically. A is &ito request B to renegotiate the

original contract price so as to adapt it to thengded circumstances.
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A request for renegotiations is not admissible whdéine contract itself already
incorporates a clause providing for the automadiapgation of the contract (e.g. a clause

providing for automatic indexation of the priceértain events occur).

Illustration
2. The facts are the same as in lllustration 1gpk¢hat the contract contains a price
indexation clause relating to variations in thetcos materials and labour. A is not
entitled to request a renegotiation of the price.
However, even in such a case renegotiation on atcofi hardship would not be
precluded if the adaptation clause incorporatethencontract did not contemplate the

events giving rise to hardship.

Illustration
3. The facts are the same as in lllustration 2gpithat the substantial increase in A’s
costs is due to the adoption of new safety reguiatin country Y. A is entitled to request

B to renegotiate the original contract price sdoasdapt it to the changed circumstances.
2. Request for renegotiations without undue delay

The request for renegotiations must be made a&lgas possible after the time
at which hardship is alleged to have occurred (pagh (1)). The precise time for
requesting renegotiations will depend upon theuanrstances of the case: it may, for
instance, be longer when the change in circumssariakes place gradually (see
Comment 3(b) on Article 6.2.2).

The disadvantaged party does not lose its righieduest renegotiations simply
because it fails to act without undue delay. THaydas making the request may however
affect the finding as to whether hardship actualisted and, if so, its consequences for
the contract.

3. Grounds for request for renegotiations

Paragraph (1) of this Article also imposes on tisadivantaged party a duty to indicate
the grounds on which the request for renegotiatisrtzased, so as to permit the other
party better to assess whether or not the requestehegotiations is justified. An
incomplete request is to be considered as not lraisgd in time, unless the grounds of

the alleged hardship are so obvious that they neelie spelt out in the request.
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Failure to set forth the grounds on which the request for renegotiations is
based may have similar effects to those resulting from undue delay in making the

request (see Comment 2 on this Article).
4. Request for renegotiations and withholding of performance

Paragraph (2) of this Article provides that the request for renego-tiations does
not of itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. The reason for
this lies in the exceptional character of hardship and in the risk of possible abuses of
the remedy. Withholding performance may be justified only in extraordinary

circumstances.
Illustration

4. A enters into a contract with B for the construction of a plant. The plant is
to be built in country X, which adopts new safety regu-lations after the
conclusion of the contract. The new regulations require additional apparatus
and thereby fundamentally alter the equilibrium of the contract making A’s
performance substantially more onerous. A is entitled to request
renegotiations and may with-hold performance in view of the time it needs
to implement the new safety regulations, but it may also withhold the
delivery of the additional apparatus, for as long as the corresponding price

adaptation is not agreed.
5. Renegotiations in good faith

Although nothing is said in this Article to that effect, both the request for
renegotiations by the disadvantaged party and the conduct of both parties during the
renegotiation process are subject to the general principle of good faith and fair dealing
(see Article 1.7) and to the duty of co-operation (see Article 5.1.3). Thus the
disadvantaged party must honestly believe that a case of hardship actually exists and
not request renegotiations as a purely tactical manoeuvre. Similarly, once the request
has been made, both parties must conduct the renegotiations in a constructive manner,
in particular by refraining from any form of obstruction and by providing all the

necessary information.
6. Resort to the court upon failure to reach an agreement

If the parties fail to reach agreement on the adaptation of the contract to the
changed circumstances within a reasonable time, paragraph (3) of this Article
authorises either party to resort to the court. Such a situation may arise either because
the non-disadvantaged party completely ignored the request for renegotiations or

because the renegotiations,
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although conducted by both parties in good faitld dot have a positive
outcome.

How long a party must wait before resorting to tweirt will depend on the
complexity of the issues to be settled and theqaar circumstances of the case.

7. Court measures in case of hardship

According to paragraph (4) of this Article a cowtiich finds that a hardship
situation exists may react in a number of diffengays.

A first possibility is for it to terminate the coatt. However, since termination in
this case does not depend on non-performance byfbtle parties, its effects on the
performances already rendered might be differemnfthose provided for by the rules
governing termination in general (see Articles T.%&t seqg. Accordingly, paragraph
(4)(a) provides that termination shall take plaae d date and on terms to be fixed” by
the court.

Another possibility would be for a court to adabe tcontract with a view to
restoring its equilibrium (paragraph (4)(b)). Indming the court will seek to make a fair
distribution of the losses between the partiessThay or may not, depending on the
nature of the hardship, involve a price adaptatitmwever, if it does, the adaptation will
not necessarily reflect in full the loss entailedtbe change in circumstances, since the
court will, for instance, have to consider the axt® which one of the parties has taken a
risk and the extent to which the party entitleddoeive a performance may still benefit
from that performance.

Paragraph (4) of this Article expressly states thatcourt may terminate or adapt
the contract only when this is reasonable. Theunistances may even be such that
neither termination nor adaptation is appropriate & consequence the only reasonable
solution will be for the court either to direct tparties to resume negotiations with a
view to reaching agreement on the adaptation ottmtract, or to confirm the terms of
the contract as they stand.

lllustration
5. A, an exporter, undertakes to supply B, an ingvan country X, with beer for three

years. Two years after the conclusion of the ceabtrew legislation is introduced in
country X prohibiting the sale and consumption twfoholic drinks. B immediately

invokes hardship and requests A to renegotiatedéract. A recognises that hardship
has occurred, but refuses to accept the modificatiaf the contract proposed by B.

After one month of fruitless discussions B restwtthe court.
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If B has the possibility to sell the beer in aghdouring country, although at a
substantially lower price, the court may decideipiold the contract but to reduce the

agreed price.
If on the contrary B has no such possibility, ityriae reasonable for the court to

terminate the contract, at the same time howeveuirtieg B to pay A for the last
consignment still en route.
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